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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLJIK INDNIESIA
NOMOR 34 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN KOIAMADYA BATAM
DI WILAYAH PROPINST DAEFRAH TINGKAT T RIAU

PRESTDEN REPUBLIK TITNDONESIA

Menimbang : a. bahwa bherhutung dengan perkembangan
dan kemajuan wilayah Batar sebagai
daerah Industri., dipandang perlu untuk
mengatur penvelenggaraan peret-intahar
di wilavah Batam secara lebit berdave
guna dan berhasil guna.

0. bahwa sesuail dengan tinogkat perkem-
bangan Industri dan penghiduapen ma-
syarakat sertsa keadsan wilayash Batam,
bentuk pemerintahanmnya perlu ditetao-
kan meniadi Kctamadya.

¢c. bahwa untuk melaksanakan hal terssbut
di atas, dan sesuai derngan Undang-
undang nomor 5 tahun 1974 tentans
Pokok-pokok Femerintahan di Daerah,
maka perlu ditentuk Kotamady:z Batam.

Mengingat : 1. Pasal £ ayat (2) Undang-uncang Dasar
1945,

2. Undang--undang nomeor 12 tahun L[93¢é ten-
tang Pembentukan Daeraly Otoncm Kabupa-
ten Daiam Lingkungan Propinsgi Sumatera
Tengah.

3. Undang-undang nomor &1 tahun L9938 ten-
tang Fenetapan Undang—-undang Darurat
Nomor 1% tahun 1957 tentang Fembentuk-
an Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumaterasa
‘Barat, Jambi, dan Riau {(l.embaran
Negara Tahun 1957 nomor 75, Tambahan
. Lembaran Negara nomor 1646).

4. Undang-undang mnomor 5 tahun .974 terny-
tang Pokok-pokok FPemerint ahan o
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Daerah (Lembaran Negara tzunrn 1974
rromor 38, Tambahan Lembarzn Negara
nomor 3I037).

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KOTAMADYA BATAM DI WILAYAH PROPINSI TING-
KAT I RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Jalam Peraturan Pemerintah ini yvang dimakesud dengan
otamadya Batam adalah Wilayah Administratif csebagaima-

1a dimaksud dalam pasal 72 (2} Undang-undarg romor 5
~ahun 1974 tentang Pokck-pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
3atas Wilavah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan
Riau diubah dengan memisahkan Wilayah Kecamaten Batam.

Pasal 3
“Mengahapus Wilavah Kecamatan Batam sebagaiman: dimaksud
nasal 2.

Pasal 4
“Membentuk Kotamadya Batam, yang Wilayahnyva aZalah sama
lengan wilavah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB IIIX

PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 5

Adilayvah Kotamadya Batam, dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan
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vaitu ¢
a. Kecamatan Belakang Padan« terdiri dari

1. Kelurahan Belakang Padang
2. Desa Pemping

3. Desa Kasu

4. Desa Pulau Terong

5. Desa Pecong

b. Kecamatan Batam Barat terdiri dari :
1. Desa Pulau Buluh
2. Desa Patam

c. Kecamatan Batam Timur

Desa Nongsa

. Desa Sungail Beduk
Desa Kabil

Desa Ngenang

Desa Temoyong.
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Pasal 6

(1) Pusat Pemerintahan wilayah Kecamatan Belakang
Padang berkedudukan di Belakang Padang.

(2} Pusat Pemerintahan Wileyvah Kecamatan Eatam Barat
berkedudukan di Sekupang.

(3) Pusat Pemerintahan Wilevah Kecamatan Eatam Timur
berkedudukan di Lubuk Ba’a.

Pasal 7
Batias Wilayah Kotamadya Batam, tercantum ZJalam Pefa
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Pemerintah Wilavah Kotamadya Batam dikenalai oleh
seorang Walikotamadya vang berada di bawah deén bertang-

gung jawab kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I
Riau.
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Pasal 9

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam bertugas menyeleng-
garé¢kan urusan pemerintahan, pembanqunan dan kemasvara-
kat:n di Wilavahnva. \

Pasal 10
Pemerintah Wilavah Kotamadya Batam mempunvai “ungsi

(1} Membina dan mengarahkan pemerintahan dan pembe-
ngunan dengan perkembangan sosial ekonomi den
industri di wilayahnya.

(2) Memberikan pelayanan bagi pengembangan daerah
industri dan penyesuaiannya dengan pe-kembangen
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

(3) Meningkatkan dan menyestaikan penvelencgaraan pe-
‘merintahan dan pembangunan dengan pe-ckembangen
kehidupan politik, ekonomi dan sosial budava ¢i
wilayahva.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA{AN

Pasal 12

(1) Sesuai dengan perkembancgan dan kebutuhen, Pemeri-
nah membentuk instansi vertikal di <otamadya
Batam.

(2} Kedudukan dan Xkewenangar. Instansi Vertikal di Kc-
tamadva Batam, adalah s=2tingkat dan sama dengan
Instansi Vertikal pada Decerah Otonom Tirgkat IT.

{3) Apabila dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhar,
kepada Instansi Vertikal dapat diberikar keduduken
dan kewenangan yvang lebih tinggi.

Pasal 13
Untik menyelenggarakan urusar.-urusan otonomi Propinsi

Daerrah Tingkat I Riau di Kotamadyva Batam dibentuk
Cabséng Dinas Tingkat I.



BAB VII
ORGANIGSBSASTI

Pasal 14

pPola Organisasi Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dan
susulan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilavah
Kotanadya Batam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2)

BAB VIILI
KEPEGAWATIAN

Pasal 15

Walikotamadya Batam diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden dari Pegawal Negeri
dalam lingkungan Departemen Dalam Nec¢eri vang
kepangkatannyva sesuai dengan ketentuan yangd berla-
Ru.

Sekretaris Wilavah Kotamadya Batam diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negzari Sipil
dalam lingkungan Departemen Dalam Nec¢izri, vyarg
kepangkatannva sesuai dengan ketentuan yang berla-
ku.

BAB 1IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

iIntuk penvelenggaraan tugas-tugas pemer:..ntahan dan
pembangunan Pemerintah Kotamadya Batam nancdapatkan
biaya dari

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sepanjang
tugas-tugas tersebut dilaksanakan dz lam rangka
dekonsentrasi dan disesuaikan dengar. kKemampuan
keuangan Negara tahun anggaran vang bersangki-
tan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Riau sepanjang tugas-tugas
tersebut dilaksanakan dalam rangka fesentrali-
sasi.

Dana vang berasal dari pajak Daerah Tingka®t I Riau
maupun pajak Daerah Tingkat II Kabupater. Kepulauan
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serta dana vang berasal dari non pajak, sepanjand
menjadi kewenangan pemuagutan Daerah Tingkat I
Riau dan Daerah Tingkat II Kabupaten Riau Kepu-
lauan di Wilavah Kotamadya Batam, disetor ke Kas
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

(3) Apabila dalam penvelenggaraan tugas-tugas pemerin-
tahan dan pembangunan tersebut dimungkinkan adanya
pengenaan pungutan bukan pajak, maka pesnerimaan
pungutan bukan pajak tersebut menjadi renerimaan
Negara vang disetcr langsung ke Kas Negara.

(4) Pengaturan lebih lanjut ayvat (1) dan ayat (2)
pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

bersama-sama Menteri Keuangan.

BAB X
PEMBANGUNAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATZM

Pasal 17

Hal-hal vang menvangkut hubungan penvelenggaraan peme-
rintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerin-
tah ini dengan pelaksanaan penbangunan daerat industri
Pulau Batam, diatur dengan Kerutusan Presiden.

"BAB  XI
KETENTUAN PERALTIHAN

Pasal 18

Segela peraturan perundang-undangan vang ada pada saat
ber lakunva Peraturan Pemer:intah ini, selama belum
diut ah, diganti, dan dicabut, tetap berlaku hagi Peme~
rintah Wilavah Kotamadva Batam, sepanjang ticak berter-
tancan dengan Peraturan Presicden ini.

Pasal 19

Hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Peme-
rin-ah ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri
sestiai dengan peraturan perundang-undangan yang berla-

ku.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Peme-
rintah ini, diatur 1lebih lanjut oleh Menteri Dalam
Mege:~i.

Pasal 21
| Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, agar supaya setiap orang meng:=tahuinva,
neme:rintah pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Nzgara Republik Indonesia.

T e s s e

Ditetapkan di Jakar=a
Pada tanggal 29 Oktcbeirr 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

’ada tanggal 7 Desembe 1983
MENTZRI/SEKRETARIS NEGARA

SOEDARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1933
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PENJEILASAN

AT A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONISS T A
NOMOR : 34 TAHUN 1983
TENTANSG

PEMBENTUKAN KOTAMADYA BATAM DI WILAYAHM

PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

UMUM

1.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentecna pemben-
tukan Kotamadya Batam, vang keberadaainva adalah
merupakan implementasi atas azes del.onsentrasi
sebagaimana dimeaksud Pasal 72 Undang-urdang nomor
> tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemer-intahan di
Daerah.

Kotamadya Batam adalal bersifat administratif,
dalam eksistensinva berada dibawah dan bertang-~
qung jawab langsung kerpada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I. Dalam arti itu secara r~ierarkhis
kedudukan Kotamadva Batam adalah sama dengan
Kabupaten/Kotamadya vang berhimpit dengar Daerah
Otonom Tingkat II.

Adapun motivasi dibentuknya Kotamadya Batam ada-
lah rangka peningkatan pelayanan pemerintahan dan
pembanqunan di wilavah tersebut, seb:cgai akibat
berkembangnva Daerah Industri Batam. Oleh sebab
itu dengan adanva peningkatan status Kecamatan
Batam (vang dulunva mnasuk Wilavah Kabupaten
Daerah Tingkat II Riau Kepulauan) meniadi wilavah
tersendiri dalam bentuk pemerintahan Kotamadva
Batam, diharapkan dapat berfungsi untuk mening-
katkan dan membina pemerintahan dan pembangunan
sesuail dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial
budayva, politik dan indistri, serta menyelaraskan
perkembangan daerah indistri Batam dengan perkem-
bangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
secara keseluruhan. Dalam pengertian ini, maka
segala Instansi vang ada di Batam, herus menve-
suaikan fungsi dan tugasnya sejalan dengar makna



ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini
penting dilaksarakan uatuk menghindari adanya
tumpah tindih (overlapping) tugas antara sesama
Instansi Pemerintah.

: 3. Dari seai pelaksanaan azas sistem pemerintahan di
Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undar.g nomor 5
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah, maka Kotamadya Batam adalah unit organi-
sasi yvang merupakan perwujudan dekonsentrasi.
Namun demikian mengingat pula bahwa di vilayah
juga ada urusan desentralisasi yang merupakan
satu kesatuan dengan urusan-urusan dekcnsentrasi,
maka di Kotamadya Batam juga diselenggarakan
urusan-urusan desentralisasi yang dalén hal irni
dilaksanakan oleh Cabanc Dinas Tingkat I.

‘ ... Mengingat bahwa Peraturen Pemerintah ir.i hanvalah
i mengatur peningkatan status wilavah pemarintahan,
: maka materinya hanya bersifat umum, dan untuk itu
dalam rangka mencapal dayaguna dan hasilguna
penvelenggaraan pemerintahan di Kotamedya Batam
naik dari segl organisasi Kkeuangan. personil
mnekanisme keria dan lain sebagainva. naka Pera-
turan Pemerintan ini harus diikuti oula denagan
peraturan-peraturan pelaksanaan.

G TR TR

TI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

f Pasal 1
] pasal ini menielaskan bahwa bentuk Kctamadva
f adalah merupakan implementasi pasal 72 Undang-

4 undang nomor 5 tahun 1974 tentang FPskck-pokok
i Pemerintahan di Daerah.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam rangka tertib pelaksanaan pemerintahan dan
terciptanva Jjenijang pengawasan Yalg memadail
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terhadap wilayah-wilayah bawahan, Kotamadva
Batam dibagil menjadi 3 (tiga) Kecamaten.

Pasal 6
Pemilihan ibukota masing-masing Kecamatan telah
disesuaikan dengan letak strateagis pembinaan
wilayah dan letak geoarafis dalam rargka memu-
dahkan pembinaan wilavah bawahan.

Pasal 7
Cukup ielas.

Pasal 8
Sesuali dengan Kketentuan Pasal 1, maka Kotamadya
Batam adalah w:2lavah administratif wvzng berada
dibawah dan 1langsung bertanggungjavab kepaca
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Fiau.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
llasal 12

avat (1).

Pembentukan Instans: Vertikal dari Departemen
Teknis dan Non Departemen disesuailan dengan
Tingkat KXebituhan Kotamadva Batan sebagei
daerah Industri.

avat (2).
Kedudukan eselonering dan organisas:. serta
mekanisme kerja Instansi Vertikal di Kotama~-
dva Batam adalah 'sejaiar dengan Instansi-
instansi Vertikal wvana seienis vang ada i
Daerah Otonom Tingkat IT.

Pasal 13
Sesual dengan azas pemerintahan di “aerah dan
walaupun dinyatakan bahwa pembentukan Kotamadva
Batam adalah perwujudan dari penyelenggaraan
azas dekonsentrasi, nanun mengingat perkembangan
kebutuhan akan pelayanan umum, maka ¢di wilayah
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Kotamadva Batam dilaksarakan pula urussn-urusan
desentralisasi dan untuvk itu dibentuk cebang-

cabang Dinas Tinagkat I.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
avat (1).
huruf a dan b
Sejalan dengan mékna dan arti penjz2lasan
Pasal 13, maka sumber pembiayaan Pemerin-
tahan Kotamadya 3atam berasal dari Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belan:3a Daerah

Tingkat I Riau.

avat (2).
Cukup jelas.

avat (3}).
Cukup itelas.

avat (4).
Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah

Direktorat Jenderal Anggaran dan [ irektorat
Jenderal Moneter Dalam Negeri.
Pesal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
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Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.
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